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BAB VI 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

6.1 Kesimpulan 

 

Penelitian ini telah berhasil mengidentifikasi dan menganalisis peran 

berbagai aktor dalam proses penciptaan inovasi layanan publik di Indonesia. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah adalah aktor dominan dengan 

partisipasi yang signifikan di semua tahapan proses inovasi, dari identifikasi 

peluang hingga implementasi solusi. Sementara itu, aktor lain seperti agensi 

pemerintah, masyarakat sipil, dan entitas swasta juga memainkan peran penting, 

namun dengan tingkat keterlibatan yang bervariasi tergantung pada langkah spesifik 

dari proses penciptaan inovasi. 

Keterlibatan aktor negara dan non-negara dalam setiap tahap proses 

penciptaan inovasi pelayanan publik di Indonesia adalah sebagai berikut: 

● Tahap 1: Identifikasi Peluang dan Tantangan: 

 

o Aktor Negara: Pemerintah Daerah (473), Agensi Pemerintah (179), 

Pemerintah Pusat (153), Lembaga Peradilan (3) 

o Aktor Non-Negara: Institusi Pendidikan (26), Masyarakat Sipil 

(14), Entitas Sektor Swasta (11), Media Massa (2), Organisasi 

Internasional (1) 

● Tahap 2: Pengembangan dan Pengujian Solusi: 
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o Aktor Negara: Pemerintah Daerah (152), Agensi Pemerintah (48), 

Pemerintah Pusat (52), Lembaga Peradilan (2), Lembaga Legislatif 

(1) 

o Aktor Non-Negara: Institusi Pendidikan (24), Masyarakat Sipil 

(26), Entitas Sektor Swasta (8), Media Massa (3), Organisasi 

Internasional (1) 

 

● Tahap 3: Membuat Kasus untuk Solusi: 

 

o Aktor Negara: Pemerintah Daerah (184), Agensi Pemerintah (78), 

Pemerintah Pusat (62), Lembaga Peradilan (7), Lembaga Legislatif 

(1) 

o Aktor Non-Negara: Institusi Pendidikan (31), Masyarakat Sipil 

(24), Organisasi Internasional (6), Entitas Sektor Swasta (8), Media 

Massa (2) 

 

 

 

● Tahap 4: Implementasi Solusi: 

 

o Aktor Negara: Pemerintah Daerah (544), Agensi Pemerintah (268), 

Pemerintah Pusat (183), Lembaga Peradilan (29), Lembaga 

Legislatif (2) 

o Aktor Non-Negara: Institusi Pendidikan (62), Masyarakat Sipil 

(161), Entitas Sektor Swasta (74), Organisasi Internasional (19), 

Media Massa (11) 
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● Tahap 5: Merubah Sistem: 

 

o Aktor Negara: Pemerintah Daerah (179), Agensi Pemerintah (42), 

Pemerintah Pusat (76), Lembaga Peradilan (3), Lembaga Legislatif 

(1) 

o Aktor Non-Negara: Institusi Pendidikan (13), Masyarakat Sipil 

(21), Entitas Sektor Swasta (14), Organisasi Internasional (3), Media 

Massa (3) 

 

Persentase keterlibatan keseluruhan dalam proses penciptaan inovasi adalah sebagai 

berikut: 

● Aktor Negara: Pemerintah Daerah (46,57%), Agensi Pemerintah (18,69%), 

Pemerintah Pusat (15,99%), Lembaga Peradilan (1,34%), Lembaga 

Legislatif (0,15%) 

● Aktor Non-Negara: Masyarakat Sipil (7,48%), Institusi Pendidikan 

(4,74%), Entitas sektor Swasta (3,50%), Organisasi Internasional (0,91%), 

Media Massa (0,64%) 



181 
 

 

 

 

6.2 Rekomendasi 

 

6.2.1 Rekomendasi Untuk Pemerintah 

 

Berdasarkan bukti empiris yang telah ditemukan, terdapat kecenderungan 

yang perlu diperhatikan dalam proses penciptaan inovasi di Indonesia. Data 

menunjukkan bahwa setelah melewati tahap 2, yaitu mengembangkan dan menguji 

solusi, banyak inovasi langsung melompat ke tahap 4 mengimplementasikan solusi 

tanpa melewati tahap 3, yaitu membuat kasus untuk solusi. Oleh karena itu, 

disarankan agar semua pihak yang terlibat dalam pembuatan inovasi, termasuk 

pemerintah daerah di Indonesia, memastikan bahwa setiap inovasi melewati tahap 

ini. 

 

Tahap pembuatan kasus untuk solusi (tahap 3) adalah tahap krusial yang 

memastikan bahwa setiap inovasi dipersiapkan dengan matang sebelum 

diimplementasikan. Dengan memperkuat tahap ini, efektivitas dan efisiensi 

operasional inovasi pelayanan publik dapat ditingkatkan secara signifikan. Langkah 

ini tidak hanya akan memastikan bahwa inovasi-inovasi yang diperkenalkan 

memiliki landasan yang kuat, tetapi juga siap menghadapi berbagai tantangan 

praktis di lapangan. 

 

Dengan fokus lebih pada tahap pembuatan kasus untuk solusi, kita dapat 

mendukung pencapaian tujuan pembangunan serta meningkatkan kualitas 

pelayanan publik secara menyeluruh di Indonesia. Hal ini akan menjadi langkah 

strategis yang mendukung perbaikan berkelanjutan dalam sistem inovasi 

pemerintah   dan   efektivitas   kebijakan   publik   di   masa   depan. 
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6.2.2 Rekomendasi Penelitian Lanjutan 

 

Penelitian lanjutan dapat mengembangkan kerangka konseptual dan 

memanfaatkan dataset Sinovik untuk memetakan jaringan kolaborasi antar aktor 

negara dan non-negara di Indonesia, membantu mengidentifikasi pola kolaborasi 

yang efektif untuk inovasi dan memahami dinamika kekuataun yang 

mempengaruhi proses-proses ini.  
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